LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2010 NOMOR 6

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPAEN BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BANTAENG

a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
dipandang perlu mencabut Peraturan
Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 05
Tahun 1999;

. bahwa dalam rangka mengikuti

perkembangan zaman dalam hubungannya
dengan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan  Daerah-Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara 1822);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
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. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4348);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemeritah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
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(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantaeng
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2005 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
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. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bantaeng.

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prisip otonomi
seluas-luasnya ;

. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk
apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga,
Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya,;

. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan tekhnik yang berada pada kendaraan
tersebut termasuk kendaraan gandengan atau kereta
tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
bermotor yang bersifat sementara,

. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan
umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai
tempat kendaraan bermotor;

. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

10.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang

selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang
ditetapkan oleh Bupati;

166



11.Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang
menurut  Peraturan Perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;

12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat SPAORD adalah surat yang dipergunakan
oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi
dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi daerah;

13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat
Keputusan yang menentukan tambahan atas Jumlah
Retribusi yang telah ditetapkan;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

16.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT yang diajukan oleh wajib
retribusi;

17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-
undangan retribusi daerabh;

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
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membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
Pasal 3
(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
di tepi jalan umum.
(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai
retribusi jasa umum.
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Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi
penggunaan tempat parkir.

1)

(2)

(1)
(2)

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan
permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka
memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan
biaya penyelenggaraan pelayanan kemampuan masyarakat
dan aspek keadilan.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
pengadaan rambu-rambu, biaya operasional dan
pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam
rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan
bermotor.

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Mobil Rp. 1.000,-

169



b. Sepeda Motor Rp. . 500,-

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati.
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BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data
baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka
dikeluarkan SKRDKBT;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi dikelola oleh Dinas atau Pihak lain
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pemberian insentif 30%(tiga puluh persen) kepada juru
parkir.
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BAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
untuk 1 (satu) kali masa retribusi;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XiIi
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah.

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana
retribusi daerah agar keterangan atau atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah tersebut;
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. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah.
. Memeriksa buku- buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah;
. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;
. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
daerah;
. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e ;
. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerabh;
Memanggil , orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
. Menghentikan penyidikan ;
. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana
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BAB XIlii
SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau
kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 05 Tahun 1999 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan
dan/atau Keputusan Bupati.
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Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 23 Februari 2010

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Maret 2010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2010 NOMOR 6
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